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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 26 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2015 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa dengan berlaku nya Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentu kan 
dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 12 Tahu n 2015 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Dana Bagi Ha sil Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya perlu 

disesuaikan; 

a . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmala a tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 20 15 tentang Tata Cara 
Pengaloka sian Bagi HasH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kepada Desa di Kabu paten Tasikmalaya; 

1. Undang-Un dang Nomor 14 Tah un 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lin gkungan 
Provin si J awa Barat (Berita Negara Tahu n 1950), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahu n 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang den gan mengu bah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 
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3 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admin istrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 560 1); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83 , Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

7 . Pe aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia omor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan g-Undang 
Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 123, Ta mbahan 
Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 5539); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoma n Pengelolaan Keuanga n Daerah 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Ata s Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310) ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 2093); 

11 . Peraturan Daerah Kahupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2); 



Menetapkan 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah abupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Ta hun 20 17 Nomor 1) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lemba ran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 10) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 20 12 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah abupaten Tasikmalaya Tahun 
20 6 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
20 16 ten tang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 16 Nomor 3); 

19 . Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka t Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7); 

20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu gas dan Fungsi 
Perangkat Daerah di Lingku ngan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA 
CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN 

TASIKMALAYA. 
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PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 
ten tang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ; 
3 . Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disin gkat BPPD adalah 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya . 
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 
5 . Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 
6. Perangkat Daerah adalah unsu r pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerin tahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang teru tang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa b rdasark n Un dang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan sec ra langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
s besar-besarnya emakmuran rakyat. 

8. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan Pajak 
Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabu paten Tasikmalaya. 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran ata s jasa a tau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan I a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

10. Dana Bagi HasH Retribusi Daerah adalah alokasi dan a dari penerimaan 
Retribusi Daerah untu k Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Ketentuan Pasal6 diubah, seh ingga Pasa16 berbu n i seba gai berikut: 

Pasal6 

Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap 
bulannya wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa dan Kecamatan kepada 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan 
untuk penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan d i Singaparna 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

S EKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Pada 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA RAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NO OR 26 


